MISI 7 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas

TUJUAN ‘ ‘ Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan Aparatur yang Melayani
IK: Indeks Reformasi Birokrasi
RPJMD
Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
SASARAN IK: 1. Opini Laporan Keuangan
RPJMD 2. Nilai Evaluasi SAKIP

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda

Indikator 1. Opini Laporan Keuangan
Tujuan 2. Nilai Evaluasi SAKIP

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah

Meningkatnya Kapabilitas APIP

lrsl;i;la(::;r Tingkat kapabilitas APIP Tingkat maturitas SPIP
opl:::;::m hasil QA kapabilitas APIP oleh BPKP hasil evaluasi maturitas SPIP oleh BPKP
(sasaran

eselon III)

1. Nilai indeks penerapan manajemen risiko (MRI ),
o - . m 1. Persentase perumusan kebijakan terkait 2. Nilai Indeks Efektivitas Pecegahan Korupsi (IEPK)
" 1. P hasil yang diti . e . N
Indikator I Persentase perumusan kebijakan pengawasan Pemda yang dihasilkan 3. Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP
2. Persentase realisasi PKPT 3 q P g . . N
Sasaran 3.p realisasi kebij (Permendagri) pengawasan internal (APIP) yang Py pegawai yang diklat 2. Persentase keterlibatan APIP dalam 4. Persentase pemberian Consulting
Eselon III : er. dihasilkan Perumusan Kebijakan Pemda (Provinsi dan
Kabupaten/Kota)
1. realisasi jumlah perumusan kebijakan
realisasi jumlah perumusan kebijakan terkait pengawasan Pemda yang dihasilkan
Definisi TLHP APIP dan BPK yang dlselesal_kan/_ tob_al TLHP APIP dan BPK dlkaAh 100% _pengawasan 1qternal (APIP) yang Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dalam satu tahun dibagi 1gm]ah rencana perumusan !(ebl]akan 1. Hasil penjaminan kualitas SPIP terintegrasi (MRI, IEPK dan penyelenggaraan SPIP)
Operasional persentase rencana PKPT yang direalisasikan terhadap PKPT yang disusun dihasilkan dibagi rencana perumusan ibaet toral hegawai terkait pengawasan Pemda dikali 100 % 2. Jurlah realisasi consulting dibagi jumlah permintzan consuting dikali 10096
P realisasi jenis yang dil terhadap kebij (Permendagri) kebijakan pengawasan internal 8 peg; 2.Jumlah draft aturan yang ditelaah dibagi . 9 8] p 9 °
(APIP) dikali 100 % jumlah usulan telaah draft aturan dikali
100%

Sasaran
Eselon IV

% penanganan jumlah kebijakan jumiah kebijakan jumlah laporan

jumlah laporan jumlah laporan sumlah jumlah hasil ":" elegaian 9% pengawasan i teknis di bi:izm teknis di bidang jumlah kebijakan jumlah kebijakan jumlah laporan l],e“ dam Fn n Jumlah laporan Koordinasi, sumlah laporan
Indikator hasil hasil J jumlah laporan jumlah hasil kerja sama Laporan penys  Peng: 2 fasiltasi Jumlah aparatur Jumlah Jumlah Bimtek teknis di bidang teknis di bidang Pendampingan dan Ampingan, Monitoring, Evaluasi, asistensi jumanfaporan
laporan P o kerugian daerah tujuan tertentu pengawasan - ST N . " Asistensi, 2 N Pendampingan, Asistensi
sasaran pengawasan pengawasan Keuangan kinerja yang pengawasan pengawasan Monitoring APIP an, an, internal (APIP) pengawasan yang mengikuti sosialisasi yang yang pengawasan fasilitasi pengawasan Asistensi Urusan Verifikasi, dan serta Penjaminan kualitas SPIP | | (oo 0

Eselon IV kinerja yang keuangan yang ngan direviu umum kab/kota | | internal dengan dan BPK o yang oyang internal (APIP) diklat dilaksanakan dilaksanakan Pemda yang Pemda yang Pemerintah Daerah riash terintegrasi yang dihasilkan: ¢ g
diterbi ot yang direviu diproses/ditinda ditindaklanjuti yang . : A Penilaian RB yang Integritas yang dihasilkan
iterbitkan diterbitkan stakeholder Kanjuti dirumuskan yang dirumuskan dirumuskan yang diterbitkan dihasilkan
dirumuskan
Jumlah ) - -
. ) . N jumlah kebijakan . ) 1. Laporan asistensi SPIP .
. . jumlah kegiatan . " pelaksanaan jumlah kebijakan O . . N - jumlah laporan jumlah laporan 1. Laporan Pembinaan ZI
jumlah laporan | | jumlah laporan ) jumlah Laporan | |jumlah kab/kota| | dalam rangka Jumlah kerugian || can tujuan| | teknis di bidang | | (°K"iS dibidang ) jumlah kebijakan Jumlah kebijakan Koordinasi, Pendampingan, 2. Laporan QA SPIP 2. Laporan pendampingan
. audit, reviu, hasil jumlah LK mian b Laporan yang disetor/ fasiltasi Jumlah aparatur Jumlah Jumlah Bimtek teknis di bidang teknis di bidang ; AmpIng 3. Laporan Pendampingan MCP
Definisi . Kinerja Pemda yang dilakukan pengawasan AP tertentu/ total pengawasan raty e o F dan Asistensi LHKPN dan LHKASN
N monitoring dan pengawasan PD yang N " Monitoring APIP total temuan N . pengawasan yang mengikuti sosialisasi yang yang pengawasan fasiltasi pengawasan y . e KPK dan stranas PK
Operasional Tng - yar (LKjIP Pemda) pengawasan yang melibatkan emual 1 engawasan tujuan| | internal (APIP) . " > i Asistensi Urusan Verifikasi, dan . 3. Laporan Benturan
evaluasi kinerja | | keuangan yang direviu eme dan BPK kerugian dikali internal (APIP) diklat dilaksanakan dilaksanakan Pemda yang Pemda yang ¢ o 4. Laporan Saber Pungli h
angat yang direviu umum stake holder tertentu yang yang ¢ ¢ Pemerintah Daerah | | Penilaian RB yang £ Kepentingan
pemda diterbitkan N 100% o o . yang dirumuskan dirumuskan " : o 5. Laporan pengendalian
internal diterima dikali dirumuskan . yang diterbitkan dihasilkan ifikasi
100% dirumuskan gratifikasi




ng akuntabel dan melayani

Indikator
Tujuan

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja
2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi
Sasaran
Tingkat kepuasan ASN di internal OPD terhadap layanan umum, aset dan pengelolaan kepegawaian pada OPD.
Deﬁn.lsl Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat - Layanan umum me_llpu_tl :urusan rumah tangga, keamar_mn, kebersihan lingkungan k_antor da_n Pe_rsuratan.
Operasional - Layanan aset meliputi : pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, penatausahaan dan inventarisasi barang.
- Layanan Kepegawaian meliputi layanan pengurusan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun dan cuti.
(sasaran

eselon III)

1. Persentase BMD dalam kondisi baik

Indikator Persentase pegawai yang penempatannya sesuai dengan 1, Rt T T Ui (i S0P 2. Sapras Jumlah SDM yang mengikuti
Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP Nilai Komponen Pelaporan pada Evaluasi SAKIP - q q Pes: yang pe P: Y: 8 2. Persentase layanan surat menyurat sesuai SOP - . P P! yang gikutl
Sasaran Nilai Komponen Evaluasi Internal pada Evaluasi SAKIP peta jabatan ° kinerja Pengembangan Kompetensi
3. Persentase Layanan Sapras sesuai SOP
Eselon Il
1. Layanan administrasi kepegawaian (usulan kenaikan pangkat,
usulan pensiun, SK KGB, dan Surat Cuti) 1. ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada pada OPD pengembangan kompetensi yang
- - " - " N . oo 2. Layanan surat menyurat (layanan untuk memproses surat masuk I terdiri atas: Diklat Kepemimpinan;
Definisi Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP Nilai Komponen Pelaporan pada Evaluasi SAKIP . . " tingkat kesesuaian penempatan pegawai di suatu OPD : dalam kondisi baik
Operasional Nilai Komponen Evaluasi Internal pada Evaluasi SAKIP dan surat keluar yang tata kelolanya sesuai dengan SOP)

dengan Peta Jabatan yang telah ditetapkan.

Diklat Fungsional; Diklat Teknis; dan
Seminar/Workshop/Magang/
Kursus/sejenisnya

2. seberapa mampu OPD dalam memenuhi kebutuhan

3. Layanan Saarana Prasarana d(Layanan pengadaan, penyaluran, saprasnya untuk menunjang Operasional kegiatan OPD

pemeliharaan, penatausahaan dan inventarisasi barang yang tupoksi
pengelolaannya diampu oleh Bagian Umum)

zgr=zzzes——

Sasaran
Eselon IV
Persentase . N 1.Jumlah Aset yg
Persentase Persentase Jumlah Dokumen Persentase Hasil Persentase Persentase Jumlah ASN 1. Dokumen Anjab diadakan 1.Persentase Aset yg diinventaris Dokumen Data DOkumen
Jumiah dok Pelaporan evaluasi yg engurangan temuan ang mengisi Persentase Dokumen Uraian yg sesuai dg 2.Jumlah Aset 2.Persentase Data Aset yang sudah Riwayat Rencana
antar dok DOkumen Pelaporan poran yg ditindaklanjuti peng! gan " yang 2 ketersediaan N regulasi Dokumen SOP yg sesuai Jumlah SDM layanan yang AT 8 : ! yang Pengembangan
porai sesuai dg kesalahan hasil pemeriksaan LHKPN/ tugas yg sesuai 4 dipelihara di Rekon ¢ kebutuhan
sasaran daerah yang perencanaan Perangkat Organisasi yg dim dokumen nan he data : 2. Dokumen Peta regulasi kompeten Kapasitas SDM yg
" . pedoman verifikasi yang LHKASN tepat . regulasi N 3. Persentase Aset 3.Persentase Aset yg sudah Pengembangan
Eselon IV disusun tepat perangkat Daerah dengan disusun tepat perangkat . - kepegawaian Jabatan yg sesuai N " ! tersusun Ny
penyusunan keuangan ditindaklanjuti waktu > yang tidak diasuransikan Kapasitas SDM
waktu daerah Dokumen waktu Daerah dg regulasi
Pengangearan Laporan bermanfaat yang yg tersusun
gange: sudah dihapuskan
Definisi | jumlah laporan | | jumlah laporan jumlah LK PD Dokumen Sebuah laporan Hasil evaluasi ((umlah Temuan Jumlah ASN Data dokumen uraian 1. Anjab telah Dokumen SOP yang telah SDM layanan yang bisa 1. aset/Belanja 1. BMD yang telah didata mulai dari dokumen yang Dokumen yang
Operasional audit, reviu, hasil yang direviu Pelaporan dianggap sudah SAKIP (tahun n) kesalahan hasil pemeriksaan yang mengisi kepegawaian tugas yang disahkan oleh disusun oleh OPD, telah di memberikan layanan sesuai Modal yang dibeli Tahun perolehan, Harga Perolehan, menyajikan data berisikan
monitoring dan pengawasan Organisasi terdiri sesuai jika terkait verifikasi yang berasal dari LHKPN/ yang tersedia dipedomani oleh| | Pimpinan OPD dan sahkan oleh Kepala OPD dan dengan SOP layanan yang pada tahun n informasi Umur ekonomis/manfaat, Riwayat kebutuhan
evaluasi kinerja keuangan yang dari 5 Laporan memperoleh pelaporan keuangan tahun pemeriksaan LHKASN tepat meliputi: Nama, OPD sesuai telah melalui telahmelalui proses verifikasi dtetapkan 2.BMD yang di data penyusutan, nilai buku, dan pengembangan pengembangan
pemda diterbitkan yaitu: Laporan nilai 2 (sesuai kinerja yang n-Jumlah reguler yang waktu NIP, Jabatan, Peraturan proses verifikasi oleh Biro Organisasi lakukan memiliki nomor registrasi aset, kompetensi kompetensi
Kinerja (LKj), i ika=1, iti juti hasil i Informasi Gubernur oleh Biro pemeliharaan serta informasi lainnya sesuai dg pegawai di OPD. masing-masing
LPPD, LKPJ, isi laporan dalam dokumen verifikasi oleh inspektorat Pendidikan, tentang Uraian Organisasi. (Servive, Rehab) data yang telah ditetapkan oleh (Diklat ASN pada OPD.
Laporan tepat/sesuai Perjanjian keuangan tahun dan BPK Informasi Diklat, Tugas Jabatan 2. Peta Jabatan pada tahun n. Bidang Asset. Kepemimpinan;
Keuangan, ketentuan=1) Kinerja (tahun (n-1)): Jumlah Riwayat pada OPD telah di sah kan 3.BMD dengan 2. BMD yang dicatat oleh OPD sudah Diklat
Laporan BMD) n+1) kesalahan hasil workshop/Semi bersangkutan oleh pimpinan OPD kondisi Rusak (tidak sama dengan informasi dan nilai Fungsional;
verifikasi nar/Bimtek/Sosi dan telah melalui bermanfaat) yang aset yang dicatat pada Berita Acara Diklat Teknis;
keuangan tahun alisasi, SKP dan proses verifikasi telah dihapuskan Rekonsiliasi Aset dan
(n-1)) X 100% Penilaiannya, dl oleh Biro OPD pada tahun n 3. BMDyang seharusnya Seminar/Worksh
Organisasi diasuransikan sudah didaftarkan op/Magang/Kurs
asuransinya dan dianggarkan pada us/sejenisnya)
Bl




